SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN REVISI ANGGARAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan anggaran serta peningkatan sistem
pengendalian  keuangan di Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu
standar operasional prosedur perjalanan dinas dan revisi
anggaran di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Standar Operasional Prosedur
Perjalanan Dinas dan Revisi Anggaran di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 192);

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
553);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1256);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN
REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas
dan Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU bertujuan agar perjalanan dinas dan revisi
anggaran dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Keputusan Menteriini mulai berlaku terhitung mulai tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2022

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepala Biro Hukum

-—,m.i_a

Teguh
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERJALANAN DINAS DAN REVISI ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

A.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

B.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN



-4 -

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon I

Nomor SOP :|Nomor 1 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |: 8 Maret 2022
!,w"" : ,‘ Tanggal Revisi :
§. '- t Tanggal Efelctif
i WE,,K; Disahlkan oleh : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
,

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SEEKRETARIAT JENDERAL Ace Yusuf, S.Hut., M.5i.
tl\;lé. 19701112 200003 1 007)
Nama SOP :|Administrasi Pengajuan Perjalanan Dinas

Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon I

Kualifikasi Pelaksana

BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1 Memahami Peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri

2 Undang-undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidalk Tetap

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2 Memahami Prosedur Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
dan Transmigrasi; Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawad Tidak Tetap

4 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:113/PMEK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:178/PMEK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 190/PME.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunat Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

w

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi
Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

8 Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran berjalan; dan
9 Surat Edaran Sekretaris Jenderal.

Keterkaitan

1 Seperangkat Komputer yang dilenglkapi dengan aplikasi word, excel
dan sejenisnya

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan ketidaktercapaiannya target kinerja.

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuadi prosedur dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana.

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan potensi temuan hasil pemeriksaan /audit atas
kegiatan Perjalanan Dinas.
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SOP ADMINISTRASI PENGAJUAN PERJALANAN DINAS MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN ESELON I

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Eselon
. Pelaksana Pejabat
No Kegiatan H Keterangan
& Perjalanan PPK Eselon IV/TU ]]I,(I(elpala Pejabat Kelengkapan Waktu Output &
Dinas Pimpinan Bagian Eselon Il
P Protokol
] I inas Us
;' K_:z:sep I\;t.a D:I.nas Usulan 1. Konsep Nota Dinas Usulan
Melakukan pengadministrasian [: J Sraianan tinas Perjalanan Dinas
- . . y 2. Konsep Surat Tugas .
dolkumen pengajuan perjalanan dinas . . = .. |2. Konsep Surat Tugas Perjalanan
1 - - Perjalanan Dinas 15 Menit [,
untuk diserahkan kepada Pejabat . Dinas
3. Dasar Usulan Perjalanan . .
Eselon III . 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas
Dinas (Surat Undangan, (Surat Undangan, Disposisi, dll)
Disposisi, dll) gan, P T
Melalukan verifikasi atas dokumen N .

K K 1. Konsep Nota Dinas Usulan _ .
pengusulan perjalanan dinas, ). Perialanan Dinas 1. Paraf pada Konsep Nota Dinas
Jika Ya, dokumen pengusulan TIDAK 2 I'.{]orme Surat Tusas Usulan Perjalanan Dinas
perjalanan dinas akan diteruslkan ke c P g = . |2. Paraf Pada Konsep Surat Tugas

2 ) VA Perjalanan Dinas 43 Menit .
Pejabat Eselon II 3. Dasar Usulan Perialanan Perjalanan DInas
Jika Tidak, dokumen pengusulan D.i.nas (Surat Unda.nj an 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas
perjalana dinas akan dikembalikan ke Disposisi. dl) gam. (Surat Undangan, Disposisi, dll)
Pejabat Eselon [V/TU Fimpinan P Y
Melakukan verifikasi atas dokumen
pengusulan perjalanan dinas, TIDAK 1. Paraf pada Konsep Nota Dinas
Jika Ya, dolumen pengusulan Usulan Perjalanan Dinas 1. Nota Dinas Usulan Perjalanan
perjalanan dinas ditandatangani dan 2. Paraf Pada Konsep Surat Dinas
3 |menerbitkan Surat Tugas Perjalanan VA Tugas Perjalanan Dlnas 45 Menit |2. Surat Tugas Perjalanan Dinas
Dinas 3. Dasar Usulan Perjalanan 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas
Jika Tidak, dolkumen pengusulan Dinas (Surat Undangan, (Surat Undangan, Disposisi, dll)
perjalanan dinas akan dikembalikan Disposisi, dii)
ke Pejabat Eselon III
Menyampaikan Dokumen pengusulan 1. Konsep SPFD 1. Konsep SPPD
4 |perjalanan dinas untuk penerbitan > 2. Dokumen kelengkapan 15 Menit (2. Dokumen kelengkapan
SFPPD (surat Pertintah Perjalanan Dinas) perjalanan dinas perjalanan dinas
Memverifikasi Dokumen pengusulan TIDAK
perjalanan dinas, 1. Konsep SPPD 1. SPPD
5 Jilea Ya, diterbitlan SPPD * 2. Dokumen kelengkapan 435 Menit (2. Dokumen kelengkapan
Jilca Tidak, dilkembalilean kepada e s gap s gHap
Pelaltsana Perjalanan Dinas untuk pen pen
. . YA
disesuaikan
. 1. SFFD
6 Menerima SPFD dan dolcumen 2. Dokumen kelengkapan 15 Menit

pelaksanaan perjalanan dinas

perjalanan dinas

=1

Menyampaikan SPPD ke Pelaksana
Perjalanan Dinas

1. SFFD
2. Dokumen kelengkapan
perjalanan dinas




Nomor SOP : | Nomor 2 Tahun 2022
- Tanggal Pembuatan|: 8 Maret 2022
;’J‘;— ."t% Tanggal Revisi :
H 'j;‘; i Tanggal Efektif :
AN “«" Disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT JENDERAL
CgCe Yusuf, 5.Hut., M.5i.
(NIF. 19701112 200003 1 007}
Nama SOP : |Pencairan Dana Perjalanan Dinas Mekanisme LS
BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon I

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2
3

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:113/PME.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:178 /PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 190 /PME.05/2021 tentang Tata Cara Pembayvaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Uradian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

8 Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran berjalan

-1

g Surat Edaran Sekretaris Jenderal
1. SOP Administrasi Pengajuan Perjalanan Dinas

2. S0P Aministrasi Pertangpungjawaban Perjalanan Dinas

3. SOP Pencairan Dana Mekanisme UP Menteri, Walkil Menteri, dan Eselon [

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengalkibatkan ketidaktercapaiannya target
Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidalt sesuai prosedur dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan potensi temuan hasil
pemeriksaan faudit atas kegiatan Perjalanan Dinas

Kualifikasi Pelaksana

1 Memahami Peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

2 Memahami Prosedur Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Peralatan/Perlengkapan

1  Seperangkat Komputer yang cdilenglkapi dengan aplikasi word, excel dan
2 Jaringan Internet

3 Jaringan Telekomuniliasi

4 Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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S0P PENCAIRAN DANA PERIALANAN DINAS MEKANISME LS MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN ESELON |
KEMENTERIAM DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pelaksana Mutu Baku
N Kegiat Eselon Ket
° egiatan WITU Eselon KPA PPK PPSPM Kelengkapan Waktu Output eterangan
Pimpinan
1.Mata Dinas Pengajuan Pencairan Dana Perjalanan Olnas
Mekanizme LS
g' gota Dinas F'ertellnggung@waban Perialanan Dinas 1. Maota Dinas Pengajuan Pengajuan dokumen
. Surat Tugas Perjalanan Dinas P irsn D Paril ol P 2be
& MNominatf encairan Dana Perjalanan Dlnas | pertanggungjaw aban
Menyiapkan dan mengelola dokumen kelengkapan : . . Mekanisme LS perjalanan dinas
" " ; y 5. Dasar Usulan Perjalanan Dinas [Surat Undangan, . 3 .
1 |pengajuan pencairan dana perjalanan dinas Disposisi, dil 2. Dokumen Pertanggungjaw aban | maksimal diajukan H+2
mekanizme LS 6 Lp : ) ) pefialanan dinas [hari kerja) zetelah
. Laparan Perjalanan Dinas 3 Kui (LS perial di ez melak
& Biukti perginapan - Kuitansi LS perjslanan dinas selessipelaksanasn
9 Bukti Scw s Kendaraan 4. Tanda Tangan Fouting Slip perjalanan dinas
0. Tiket Transpaortasi Umum 1Hari
T.routing slip =
Melakukan verifikasi atas dokumen Pengaiuan 1 Tanda Tangan Fada Maota Dinas
Pencairan Dana perjalanan dinas mekanisme LS, . ) . . : . 9
Ji . 1. Mota Oinas Pengajuan Pencairan Dana Perjalanan Dinas Permohonan Pembayaran LS
ika‘f'a, mengajukan permohonan pembayaran LS . ; . "
; ; A . ] Mekanizme LS Perjalana Dinas
2 |perialanan dinas dan menandatangani kuitansi LS . ' ) . .
i iy ; : 2. Dokumen Pertanggungjaw aban perjalanan dinas 2. Routing slip wang sudah
ilk:a Tidak, dokumen Pengajuan Pencairan Dana ) i . y s
. " 3 R " 3. Kuitansi LS perjalanan dinas diverifik asi
perjalanan dinas mekanisme LS dikembalikan untuk _
dizesuaikan A
Melakukan verifikasi dokumen T 1. Tanda Tangan Pada Mota Dinas
pertanggungjawaban perjalanan dinas. 1. Mata Dinas Pengajuan Pencairan Dana Perjalanan Dinas Permaohonan Pembayaran LS
3 Jika'r' A menandatangani dokumen Mekanizme LS 1Hari Perjalana Dinas
pertanggungjawaban perjalanan dinas dan TIDAK 2. Dokumen Pertanggungjaw aban perjalanan dinas 2. Routing slip wang sudah
selanjutnya diserahkan ke PPE; 3. Kuitansi LS perjalanan dinas diverifikasi
Jika TIDAK, dikembalikan ke Pejabat Ezelanll
Menguiji dan memeriksa ketetapan dan kebenaran
pembebanan, ketersediaan pagu dan bukti-bukti VA
transaksi juga dokumen pendukung lainnya sesuai .
dengan ketentuan dan peraturan wang berlaku dan 1. Mota Oinas Permohonan Pembayaran LS Perjalana Dinas ;ESHI:EE[S;:::]Penntah
4 | menandatangani routing slip - 2. Dokumen Pertanggungjaw aban perjalanan dinas THari Haran
m 3 Kui i . - 2. Routing =lip wang sudah
. Kuitansi LS perjalanan dinas diverifikasi
jika*'A, diterbitkan SPP dan disampaikan kepada
PPSPM
Jika TIDAK, akan dikembalikan untuk disesuaikan
Menguiji dan memeriksa ketetapan dan kebenaran
pembebanan, ketersediaan pagu dan bukti-bukti
tranzaksi juga dokumen pendukung lainnua sesuai I8
dengan ketentuan dan peraturan wang berlaku dan
5 | menandsatanganirouting slip SPM SPP [Surat Perintah Pembayaran] THari | SPM(Surat Perintabh Membayar)
jika™A, diterbitkan SPM dan disampaikan kepada A
kPPN
Jika TIDAK., akan dikembalikan untuk disesuaikan
& Mergirim SPMLS biaya perjalanan dinas ke KPPN SEM [Surat Perintah Membayar) 1Hai |sP20

Jakarta Wl




Nomor SOP

: |Nomor 3 Tahun 2022

Maret 2022

Tanggal Pembuatan |: 8
Tanggal Revisi :

Tanggal Efelctif

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT JENDERAL

Disahkan oleh

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,

tI\'IP./Q?O]]]E 200003 1 007

BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA

Nama SOP

! |Pencairan Dana Perjalanan Dinas Mekanisme UP
Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon I

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

4 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

5 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:178/PMEK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kenangan Nomor: 190/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomeor 16 Tahun 2020 tentang
Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

& Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran berjalan

g Surat Edaran Sekretaris Jenderal

1. SOP Administrasi Pengajuan Perjalanan Dinas
2. S0P Aministrasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
3. S0P Pencairan Dana Mekanisme UP

Apabila Pelalksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan ketidalktercapaiannya target
kinerja.

Apabila Pelalksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana.
Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan potensi temuan hasil
pemeriksaan /audit atas kegiatan Perjalanan Dinas.

Kualifikasi Pelaksana

1 Memahami Peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

2 Memahami Prosedur Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Peralatan/Perlengkapan

1 Seperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi word, excel
dan sejenisnya
2 Jaringan Internet

3 Jaringan Telekomunikasi
4 Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elelktronil dan manual
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S0P PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS MEKANISME UP MENTERI. WAKIL MENTERL DAN ESELON |
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pelaksana Mutu Baku
N Kegiat Bendahara | Bendahara Ket
o eglatan E’;i':‘:i:';:” ESELON Il KPA PPK  |Pengeluara | Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output Flerangan
n Pembantu
1Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana
F‘er|a|ana!1 Dlnas Mekanlsme ue 1. Mota Oinas Pengajuan Pencairan Dana
2. Mata Dinas Pertanggungjawaban ; . .
) N Perjslanan Dinas Mekanisme UFP
. Ferjalanan Dinas X .
1 Menyiapkan dan mengelola dokumen kelengkapan 4 Surat Tugas Perialanan Dinas 2. Diokumen Pertanggungjawaban perjalanan
pengajuan pencairan dana perjalanan dinas mekanisme P @ 4' I'\JominatigF I dinas
) . . 2. Kuitansi UP perjalanan dinas
. Dasar Usulan Perjalanan Dinas [Surat 4 Bouting slio yang sudah diverifikasi
Undangan, Disposisi, dil) ! 9 =lip yang
. Routing slip
. . . 1Hari
1Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana
Pelakuk an verifik asi atas dokumen Pengaiuan Pencairan Perjalanan DOinas MMekanisme UP 1. Tanda Tangan Maota Dinas Pengajuan
: y . g3l 2. Mata Dinas Pertanggungjawaban Pencairan Dana Perjalanan Dinas Mekanisme
Diana perjalanan dinas mekanizme UP, A, Ferjalanan Dinas e
z Jlk.a A, me!ﬂga|ukan permachanan pe.mblagaraln - 2. Surat Tugas Perjalanan Dinas 2. Dokumen Pertanggungjawaban perjalanan
perjalanan dinaz dan menandatangani kuitansi P + Nominatt dinas
;:ﬁ:JE;EH?;H‘:;E;%TET_E;E;:a:::?;‘:r;:ﬂsgz;;f:galanan 1Bk 6. Dazar Usulan Perjalanan Dinas [Surat 3. Kuitansi UP perjalanan dinas
Undangan, Dizposizi, dil) 4. Routing =lip yang sudah diverifik asi
&. Raouting =lip
Melakuk.an verifik.asi atas dokumen Pengajuan Pencairan 1. Mata Dinas Pengajuan Pencairan Dana L’;:ja?;:gf::liu::'t:lﬂ::sljbi::'ninsg?\!‘:ll::anisme
Diana perjalanan dinas mekanisme UP, A Ferjalanan Olnas Mekanisme UF P I
2 J|k§ A, mepga|ukan permohonan petmb.aga@n LS 2: Dokumen Pertanggungjawaban perjalanan 1Hari |2 Dokumen Pertanggungjswaban perjalanan
perjalanan dinas dan menandatangani kuitansi UF — dinas dinas
Jika TIDAE, dokumen Pengajuan Pencairan Dana perjalanan 3. Kuitansi UP perjalanan dinas 3 Kuitansi UF perialanan dinas
dinaz mekanizme P dikembalikan untuk disesuaikan 4. Fouting Slip 4' Fiauting inpEanlg sudah diverifik.asi
Menguji dan memeriksa ketetapan dan kebenaran
TT‘;::JT:Z:9:::;1?-:23?;:3uad::s::‘i‘:iu':'_lt::'::::in A 1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana 1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana
l:lagn eraturan pan berIaEu dangmenandatan gani routing i Perjalanan Dlnas Mekanisme UP Perjalanan Dinas Mekanizme UP
4 yand 4 9= - 2. Dokumen Pertanggungjawaban perjalanan . | & Dokumen Pertanggungjawaban perjalanan
3 |PFK 10 y 1Hari N
dinaz dinas
jika '8, meneruskan Mata Dinas Pengajuan Pencairan Dana 3 g’::t;::?_lﬂ g:lj perialanan dinas i $:::zs.ll_au:' ::"I:‘:z::;ln dS':.i'as
Ferjalanan Dinas Mekanisme UF . 9 =lp ! g 9 =lp
Jika TIDAE, akan dikembalikan untuk, disesuaikan
Menguiji dan memeriksa ketetapan dan kebenaran
pembebanan, ketersediaan pagu dan bukti-bukti transak.si .,\ 1 Mota Dinas Penaaiuan Pensairan Dana
juga dokumen pendukung lainnya zesuai dengan ketentuan F-"er'alanan Dlnas ?\-ﬂlekanisme R
N dan peraturan yang berlaku dan menandatangani routing slip 2 Dlokumen Fertangqungiawaban perialanan Thari Kuitanzi UP FPerjalanan Dinas dan tanda terima
bendahara dinas agungt Petl e
iaK it anisi i i
fika ¥, mengalurkan UF kepada BFF 3. Kuitanzi UF perjalanan dinas
Jika TIDAE, akan dikembalikan untuk, disesuaikan
MMengelola UP dan mendistribusikan UF kepada pelakzana Kuitansi UF Perjalanan Dinas dan tanda . .
5 perjalanan dinaz |::| terima P 1Hari | Tanda Terima
& |Mengelala UF Perjalanan Dinas (i) Tanda Terima 1Hari
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Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Kebawah

Nomor SOP :|Nomor 4 Tahun 2022
. Tanggal Pembuatan |: 8 Maret 2022
!,.p—" Y Tanggal Revisi
{ pp Tanggal Efektil
£ '/.'- - Angg e
%“\W‘j Disahkan oleh : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

e Yusuf, S.Hut., M.5i.

SEKRETARIAT JENDERAL

C
(NIF. 19701112 200003 1 007}

Administrasi Pengajuan Perjalanan Dinas Pejabat
‘|Eselon IT Kebawah

BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1 Memahami Peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 2 Memahami Prosedur Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Tertinggal, dan Transmigrasi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

4 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:113/PMEK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawad Negeri, Dan Pegawad Tidak Tetap

5 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:178 /PMEK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kenangan Nomor: 190/PMEK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Uradan Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

8 Peraturan Kementerian Keunangan tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran berjalan

9 Surat Edaran Sekretaris Jenderal

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1 Seperangkat Komputer yvang dilengkapi dengan aplikasi word, excel dan
sejenisnya

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan ketidaktercapaiannya target
kinerja

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana.
Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan potensi temuan hasil
pemeriksaan /audit atas kegiatan Perjalanan Dinas
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S0P ADMINISTRASI PENGAJUAN PERJALANAN DINAS PEJABAT ESELON Il KEBAWAH
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pelaksana
Perjalanan Dinas

PPK

Bendahara
Pengeluaran

Pejabat Eselon
413

Pejabat Eselon
m

Pejabat Eselon
]

Kelengkapan

Waktu

DOutput

Keterangan

Melakukan pengadministrasian dokumen

1. Konsep Mata Dinas Usulan Perjalanan
Dinas

1. Konzep Mota Dinas Usulan Perjalanan Dinas
2. Konzep Surat Tugas Perjalanan Olnas

1 | pengajuan perjalanan dinas untuk C\ 2. Konzep Surat Tugas Perjalanan Dinas X N
dizerahkan kepada Pejabat Eselon [V — 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas [Surat 3 Dasar Usul:an F'E:njalanan Dinas [Surat
) L Urdarngan, Dispasisi, dll)
Undangan, Dispasisi, dll)
Melakukan Ue"ﬂ.kaﬂ Has .dokumen . ’ 1. Paraf pada Konsep Mota Dinas Usulan
pengusulan peralanan dinas, - 1. Kensep Motz Dinas Usulan Perjalanan Petialanan Dinas
Jika''a, dokumen pengusulan perjalanan A Dinas 2 F: f Pada K SuratT Perial
2 | dinas akan diteruskan ke Pejabat Eselan Il 2. Konzep Surat Tugas Perjalanan Olnas D‘I sratadahonsep Surst fugas Fenslanan
Jika Tidak, dokumen pengusulan perjalana 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas [Surat nas X .
. y " DAK . L 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas [Surat
dinas akan dikembalikan ke Pelaksana Undangan, Dispasisi, dll) Undangan, Disposisi, dl]
Perdin untuk dizesuaikan 93N, Hispasisl
El:lln:iiljan:::-tlil;T:;Zt:Zi:Datumen 1. Paraf pada Konsep Mota Dinas Usulan THari 1. Paraf pada Konzep Mota Dinas Usulan
} N R Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas
5 jil;:::ic::I;L::gful-lss:nni:?::b?:réaslealginll 2. Paraf Pada Konzep Surat Tugas 2. Paraf PadaKonzep Surat Tugas Perjalanan
. . Perjalanan Oinas Olnas
j—ka Tldkak' gikun;elFfenEu'sjulfalgp:egalalman TIDA 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas [Surat 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas [Surat
l\.:lnas #kan dikembalican ke Fe|abat beelon Undangan, Dispasisi, dil) Undangan, Dispasisi, dll)
Melakukan verifikasi ataz dokumen
pengusulan perjalanan dinas, 1. Paraf pada Konsep Mota Dinas Usulan 1. Tanda Tangan padaMata Dinas Usulan
Jika''s, dokumen pengusulan perjalanan va ||Perialanan Dinas Perjalanan Dinas
4 dinas ditandatangani dan menerbitkan Surat 2. Paraf Pada Konzep Surat Tugas 2. Tanda Tangan pada Surat Tugas
Tugas Perjalanan Dinas Perjalanan Olnas Petjalanan Olnas
Jika TIDAK, dokumen pengusulan TiDak 3. Dazar Usulan Perjalanan Dinas [Surat 3. Dasar Usulan Perjalanan Dinas [Surat
perjalanan dinas akan dikembalikan ke Undangan, Dispasisi, dil) Undangan, Dispasisi, dll)
Pejabat Ezelon
Meryampaikan Dokumen pengusulan 12 i?jl::;p ?:Iignper'alanan Dinas 1. Kensep SFPD
5 |perjalanan dinas untuk penerbitan SPPO 3' Dok P kel L -l 1S Merit |2 Konsep RAE Perjalanan Dinas
[surat Perintah Perjalanan Dinas) A dinac‘s Hmen rElEndkapan perslanan 3. Dokumen kelengkapan perjalanan dinaz
?;';;‘;:;‘2:?:22"“”‘9” pengusulan VA 1. Konsep SPPO 1 SPPD
& |ikava, dierbitkan SPRD 2. Eonzep RAG Perjalanan Dn—ﬂas 45 Meni 2 T.anda Tan.gan padaKonzsepRAB
Jika TIOAK, dikembalikan kepada Pelaksana TIohE 3. Dokumen kelengkapan perjalanan Perjalanan Dinas
F'erialananJDinas untuk disesuiaikan dinas 3. Dokumen kelengkapan perjalanan dinas
1 5PFD
. 2. BAE Perjzlanan Dinas tanda tangan
7 Mererima SPPO dan dokumen pelaksanaan l: :. PPK dan Bendshars Pengelusran

perjalanan dinas

3. Dokumen kelengkapan perjalanan
dinas
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Nomaor SOP Nomor 5 Tahun 2022

Tanggal Pembuatq: 8  Maret 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efelctif

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT JENDERAL

Disahkan oleh Kepala Birg Perencanaan dan Kerja Sama

(@IP. 19701112 200003 1 007)

BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA

Nama SOP

Pencairan Dana Perjalanan Dinas Mekanisme
LS Pejabat Eselon II Kebawah

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:113/PMEK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawal Negeri, Dan Pegawadi Tidak Tetap

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 178 /PME.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangla Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

8 Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran Berjalan

9 Surat Ecdlaran Sekretaris Jenderal

Keterkaitan
1 SOP Administrasi Pengajuan Perjalanan Dinas

2 SOP Aministrasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
3 SOP Pencairan Dana Mekanisme UP

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan ketidalktercapalannya target
kinerja.

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengaldbatlkan keterlambatan penicairan
Apabila Pelaksanaat Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan potensi temuan hasil
pemeriksaan /audit atas kegiatan Perjalanan Dinas.

Kualifikasi Pelaksana

1 Memahami Peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap

2 Memahami Prosedur Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap

Peralatan/Perlengkapan

1 Seperanglkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi word,
excel dan seienisnva

2 Jaringan Internet

3 Jaringan Telekomunikasi

4 Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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S0F PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS MEKANISME LS PEJABAT ESELON Il KEBAWAH
KEMENTERIAN DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pelaksana Mutu Baku
- Pelakzana . R
N K t Ket
° egiatan Ferjalanan Pejabat Pejabat KFPA FPK FPSFM Kelengkapan Waktu Output eterangan
. Eselon I¥ | Eselon Il
Oinas
1. Miata Dinas Pengajuan Pencairan Danas Perjalanan Dinas Mekanizme LS
2. Surat_ Tugas Ferjalanan Dinas 1. Mota Dinas Pengajuan
3. Maminatit Penizairan Dana Perjalanan
4, Dazar Usulan Perjalanan Dinas [Surat Undangan, Disposisi, dil) N I
. Dinas Mekanizme LS
Menyiapkan dan mengelola dokumen kelengkapan b.5FFPD
1 . . : . . { } . . 2. Dokumen
pengajuan pencairan dana perjalanan dinas mekanisme LS E. Laporan Perjalanan Dinas . .
. . Fertanggungjawaban perjalanan
E. Bukti penginapan .
iy dinas
T Bukli Sewalendarasn 3. Kuitansi LS perjalanan dinas
10, Tiket Transportasi Umum ) Petl
1. Rouwting Slip
1. Miota Dinas Pengajuan Pencairan Dana Perjalanan Dinas Mekanisme L3
Mlelakukan verifik asi atas dokumen Pengajuan Pencairan 2. Surat Tugas Perjalanan Dinas
Dana perjalanan dinas mekanizme LS, 3. Mominatit
ik A, memparaf Mota Dinas LS pertanggundgjawaban - 4. Diazar Usulan Perjalanan Dinas [Surat Undangan, Disposizi, dil) 1. Paraf Mota Dinas Pengajuan
2 perjalanan dinas, routing slip LS perjalanan dinas dan 5.SFPD 1 Hari Pencairan Dana Perjalanan
meneruskan ke Pejabat Eselon E. Laporan Perjalanan Dinas Dinas Mekanisme LS
E. Bukti penginapan 2. Routing slip yang terverifik.asi
Jika TIOAK, dokumen Pengajuan Pencairan Dana perjalanan 7. Bukti Sewa Kendaraan
dinas mekanizme LS dikembalikan untuk dizesuaikan 10. Tiket Transportasi Umum
1. Routing Slip
1. Miata Dinas Pengajuan Pencairan Danas Perjalanan Dinas Mekanizme LS
Mlelakukan verifik asi atas dokumen Fengajuan Pencairan 2. 5urat Tugas Perjalanan Dinaz
Dana perjalanan dinas mekanizme LS, 3. Mominatif 1. Tanda Tanaan Mota Dinas
WJika &, menandatangani Mota Dinas LS - 4, Dazar Usulan Perjalanan Dinas [Surat Undangan, Disposisi, dil) y . gan b
. . . . . Pengajuan Pencairan Dana
pertanggungjawaban perjalanan dinas, routing slip LS b.5FFPD A .
3 X " X . . Perjalanan Oinas Mekanizme
perjalanan dinas dan meneruskan ke Pejabat Eselon (Il . Laporan Perjalanan Dinas LS
£ Bukti penginap.an 2. Routing slip yang terverifik asi
WJika TIDAE, dokumen Pengajuan Pencairan Dana perjalanan T.Bukti Sewa Kendaraan ) 9 =lpyang
dinas mekanisme LS dikembalikan untuk, disesuaikan 10, Tiket Transportazsi Umum
. Routing Slip
Melakukan verifikasi atas dokumen Pengajuan Pencairan
Qana perialanan dinas mgkanlsme. LS. 1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana Perjalanan Dinas Mekanisme LS 1. Tanda Tangan Hota Dinas
WJika &, menandatangani Mota Dinas LS . N " Fermohonan Pembayaran LS
. . ) 2. Diokumen Pertanggungjawaban perjalanan dinas . . N
4 | pertanggungjawaban perjalanan dinas N N N " 1Hari |Perjalana Dinas
3. Euiransi LS perjalanan dinas N "
4 Fiouting =i 2. Fouting slip yang telak
Jika TIDAK, dokumen Pengajuan Pencairan Dana perjalanan ! 9 =lip diverifikasi
dinas mekanizme LS dikembalikan untuk dizesuaikan
Menguji dan memeriksa ketetapan dan kebenaran
pembebanan, ketersedl:aan pagu. bL.'k“'bu“' transaksi, dan - 1. Mata Dinas Permaohonan Pembayaran LS Perjalana Dinas 1. SPP [Surat Perintah
dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dan N . N
& | peraturan yang berlaku dan menandatangani routing slip SPP £ Diokumen Pertanggungiawsban perjalanan dinas 1Hari Pembayaran]
! 3. Kuitansi LS perjalanan dinas 2. Tanda Tangan pada Routing
jika ¥ 2, diterbitk.an SPP dan dizampaikan kepads PPSPM 4 Routing slip Slip
ika TIOAK, ak.an dikembalikan untuk disesuaikan
Menguji dan memeriksa ketetapan dan kebenaran
pembebanan, ketersediaan pagu dan bukti-bukti trans ak.si
juga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan
& dan peraturan yang berlaku dan menandatangani routing slip SPP [Surat Perintsh Pembayaran] 1Hari SFM [Surat Perintah
SPM o Membayar]
jik.a & diterbitkan SPM dan dizampaikan kepada KPP
Jika TIDAEK, ak.an dikembalik an untuk disesuaikan
7 Mengirim SPM LS biaya perjalanan dinas ke KFPM Jakarta SPIM [Surat Perintah Membayar] 1Har | P20

Wl
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Nomor SOP Nomor 6 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 8  Maret 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT JENDERAL

Disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,

Yusuf, S.Hut., M.5i.

(NIP. 19701112 200003 1 007)

BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA

Nama SOP Pencairan Dana Perjalanan Dinas Mekaniame UP

FPejabat Eselon II Kebawah

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:113 /PME.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor:178 /PME.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keunangan Nomor: 190/PME.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian
Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

& Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran berjalan

9 Surat Edaran Selkretaris Jenderal

Keterkaitan

1. SOP Administrasi Pengajuan Perjalanan Dinas
2. S0P Aministrasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
3. S0P Pencairan Dana Mekanisme UP

Peringatan
Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengalkibatkan ketidaktercapalannya target kinerja.
Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat mengalkibatkan keterlambatan pencairan dana.

Apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan potensi temuan hasil
pemeriksaan/audit atas kegiatan Perjalanan Dinas.

Kualifikasi Pelaksana

1 Memahami Peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

2 Memahami Prosedur Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Peralatan/Perlengkapan

1 Seperangkat Komputer yvang dilengkapi dengan aplikasi word, excel dan
sejenisnya

2 Jaringan Internet

3 Jaringan Telekomunilkasi

4 Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagal data elektronik dan manual
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S0P PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS MEKANISME UP PEJABAT ESELON | KEBAWAH
KEMENTERIAN DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pelaksana Mutu Baku
_ Pelaksana - - Bendahara | Bendahara
No Kegiatan FPerjalanan Pejabat | Pejabat KFA PFE Fengeluara | Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output Keterangan
- Ezelon I¥ | Eselon
Oinas n FPembantu
1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana Perjalanan Dinas L Nota. Dins= F'enga!uan
. Fencairan Dana Perjalanan
Mekanisme UF .
. ) . ) Dinas Mekanisme P
. 2. Mota Dinas Perranggungjawaban Perjalanan Dinas
Menyiapkan dan mengelola dokumen kelengkapan N n 2. Dokumen
1 N N N . . { } 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas .
pengajuan pencairan dana perjalanan dinaz mekanisme UP — 4 Nominati Fertanggungjawaban
5. Dazar Uzulan Perjalanan Dinas (Surat Undangan, per|a!anan. dinas .
Disposisi, dil 3. Kuitansi UP perjalanan
s ) dinas
Melakuk_an I'Ie"“k.aSI ataz dol}umen Pengaiuan Penciran 1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana Ferjalanan Dinas
Dlana perjalanan dinas mekanisme UP, .
) . Mek.anisme UP .
Jika ¥, memparaf nota dinas permohonan pembayaran . . . . 1. Paraf Mata Dinas
. " - ) 2. Mota Dinas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas N N
UF perjalanan dinas dan menandatangani kuitansi UP - . . . |Pengajuan Pencairan Dana
2 s 3. Swrat Tugas Perjalanan Dinaz 1Hari K .
4. Nominati Ferjalanan Dinas
Jika TIDAK, dokumen Pengajuan Pencairan Dana ’ . . Mek.anisme UP
n " . N . 5. Dazar Usulan Perjalanan Dinas [Surat Undangan,
perjalanan dinas mekanizme UP dikembalik an untuk, " .
N ; Disposiszi, dil)
dizesuaikan
Melakuk:an I'Ie”nkfaSI atas dol;umen Pengajuan Pencairan 1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana FPerjalanan Dinas
Diana perjalanan dinas mekanizme UP, .
" . Mekanisme UP .
Jika i, memparaf nota dinas permohonan pembayaran . . . . 1. Tanda Tangan klata Dinas
. " - . 2. Mota Dinas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas . N
UF perjalanan dinas dan menandatangani kuitansi UP X . Fengajuan Pencairan Dana
3 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas A N
- 4. Nominatif Ferjalanan Dinas
Jika TIDAK, dokumen Pengajuan Pencairan Dana : . . Mekanisme UP
i " . N . 5. Dazar Usulan Perjalanan Dinas [Surat Undangan,
perjalanan dinas mekanizme UP dikembalik an untuk, . .
N ; Digpogizi, dil)
disesuaikan
Melakukan verifik.asi atas dokumen Fengajuan Pencairan
Dana per|a|ana|j dinas mek.znisme UP, a 1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana Perjalanan Dinas L Tand.a Tangan I;Ilnas
Jika i, mengajukan permohonan pembayaran URP . Fengajuan Pencairan Dana
" . . . Mekanisme UF . A
4 | perjalanan dinaz dan menandatangani kuitansi UP " 5 Dokumen Pertangqungiawaban perialanan dinas 1Hari  [Perjalanan Dinas
Jika TIDAE, dokumen Pengajuan Pencairan Dana . . anggung3 petl Mekanisme UF
: " . N . 3. Kuitansi UP perjalanan dinas
perjalanan dinas mekaniszme UP dikembalik an untuk,
dizesuaikan
Menguji dan memeriksa ketetapan dan kebenaran . .
. L A . 1. Mota Dinas Pengajuan
pembebanan, ketersediaan pagu dan bukti-bukti trans ak.si . H
juga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan Peneairan Dana Perjalanan
jua P d 4 gan X . 1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana Perjalanan Dinas Oinas Mekanisme P
dan peraturan yang berlaku dan menandatangani routing slip .
5 |PPE Mekanisme UF 1Hari 2. Dokumen
2. Dokumen Pertanggungjawaban perjalanan dinas Fertanggungjawaban
jika A, meneruskan Mota Dinas Pengajuan Pencairan 3 Kuitanzi UF perjalanan dinas gegj:f::; illg'aser'alanan
Dana Perjalanan Dinas Mekanizme UF dinas Perl
Jika TIDAE, akan dikembalikan ontuk disesuaikan
Menguji dan memerik=sa ketetapan dan kebenaran
pembebanan, ketersediaan pagu dan bukti-bukti trans aksi
juga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan 1. Mota Dinas Pengajuan Pencairan Dana Ferjalanan Dinas
& dan peraturan yang berlaky dan menandatangani routing slip Mek.anisme UF hari Kuitanzi UF Ferjalanan Dinas
bendahara n 2. Dokumen Pertangqungjawaban perjalanan dinas dan tarda terima UF
3. Kuiransi UP perjalanan dinas
jika ‘'S, menyalurkan UP kepada BRPF
Jika TIDAK, akan dikembalikan ontuk disesuaikan
T Me.ngelola L.IP dan mendistribuzik.an P kepada pelaksana Kuitansi UF Perjalanan Dinas dan tanda terima UP 1Hari | Tanda Terima
perjalanan dinas
|
2 | Mengelola UP Perjalanan Dinas Tanda Terima
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B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN

G2,

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

ey
Lo

SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan : 8
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nomor 7 Tahun 2022
Maret 2022

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,

Yusuf, S.Hut., M.Si.

e
NIP. 19701112 200003 1 007

BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA

Nama SOP

SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJA di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan DIPA;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingllungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

Keterkaitan

1. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan KPA;
2. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJPb;
3. S0P Revisi Anggaran dengan Kewenangan DPR.

Peringatan

1. Apabila pelaksanaan Revisi Anggaran tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan ketidaktercapaiannya target
kinerja;

2. Apabila pelaksanaan Revisi Anggaran tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan ketidaksesuaian data antar
mitra kerja.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran;
2. Memahami prosedur Revisi Anggaran.

Peralatan / Perlengkapan

1. ATK dan Komputer;
2. Aplikasi SatuDJA;
3. Aplikasi SAKTI.

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bulkti dan
bahan referensi.
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Prosedur Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJA

Pelaksana Mutu Baku
: Kuasa
. Sekretaris Pengguna DJA
N K. t j i j . Ket
° eglatan Pejabat Eselon Ditjen/Bada Pengguna Anggaran Sekjtlanflie].)a Inspektur Kementerian |Kelengkapan Waktu Qutput eterangan
2 . Anggaran la Birorenja | Jenderal (APIP)
n/Itjen (PA) Keuangan
IKPA)
Menyampaikan gsula.n revisi Dolcumen Usulan Reviei
kepada Sekretaris (__\ Surat, densan data dulame-
1 |Ditjen/Itjen/Badan dan _J Dokumen 1 Hari 8 Hag
. .. Matriks Semula Menjadi,
ditembuslkan kepada Usulan Revisi
= ; - TOR dan RAB
Dirjen/Irjen/Kabadan
Menyampaikan usulan revisi Tidak Surat
anggaran kepada KPA dan N ¥a urat, . Surat Telaahan yang
2|5 Dokumen 1 Hari - . -
ditembuskan kepada L disampaikan kepada KPA
.. . N Usulan Revisi
Dirjen/Irjen/Kaban
Mengajukan permohonan
usulan revisi anggaran kepada — Surat, Surat permohonan

3 |PA cq. Sekretariat Jenderal E_| Dolumen 1 Hari persetujuan usulan Revisi
dan ditembuskan kepada Usulan Revisi Angparan
Dirjen/ Irjen/Kabadan
Mendisposisi kepada Kepala
Biro Perencanaan dan Kerja — Surat,

4 |Sama untuk dilalulan | I Dolumen 1 Hari Digposisi surat
penelitian terhadap usulan Tidak Usulan Reviei
revisi anggaran 02
Melakukan penelitian terhadap Surat

= (uzulan revizi anggaran dan i Berita Acara Penelitian

5 ; . Ej Dolumen 1 Hari _
menyampaikan hasil . usulan revisi anggaran

.- Usulan Revisi
penelitian kepada PA
Menyetujui/menolak usulan A

& [revisi. Apabila disetujui, T Surat 1 Hari Surat Persetujuan PA

proses revisi dapat dilanjutkan \I/
t

B Melakukan reviu terh.ac.lap Surat, Catatan Hasil

7 |dokumen usulan Revisi { Dokumen 1 Hari Reviu/Laporan Hasil Reviu
Anggaran yang telah diteliti Usulan Revisi P =
Melakukan Perbaikan
berdasarkan Catatan Hasil 1 /> ; .

8 . . | I Burat 1H Catatan Hasil Rew:
Reviu (CHR) yang dikeluarkan Tidak N nea an atatan Hasad hewu
oleh APIP
Mengetuarian L Hasil v Doiau

engeluarkan Laporan Hasi okumen . .
9 B .. 1H L Haszil Rev
Reviu (LHR) Usulan Rewvisi an Aporan fHast rewu
Surat usulan Revisi
Anggaran, dilengkapi Surat
. . . Perzetuj Eselon 1,
Mengajukan revisi melalui Sree ‘]‘_m'n con
10 | Anlilns; Sakti densan aoproval — Dolumen 1 Hari Surat Pernyataan Eselon 1,
'p o - g PP Uszulan Revisi LHR dan BA Penelitian,
KPA . .
matriks semula menjadi,
dan Dokumen Pendukung
lainnya (jika diperlukan)
11 |Usulan Reviei diterima oleh ( ) Dolumen 1 Hari Tanda Terima/Bulkti Upload

DJA

Usulan Revisi

Usulan Revizi Anggaran
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KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SEEKRETARIAT JENDERAL

Nomoar SOP -|Nomor 8 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan| : 8 Maret 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif ;
Disahkan oleh .| Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,

Cec# Yusuf, S.Hut., M.Si.

NIP. 19701112 200003 1 007

BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA

Nama SOP :|SOP Revisi Anggaran dengan
Kewenangan KPA di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan
Pengesahan DIPA;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Keterkaitan

1. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJA;

2. S0P Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJPb;

3. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan DPR.

Peringatan

1. Apabila pelaksanaan Revisi Anggaran tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan
ketidaktercapaiannya target kinerja;

2. Apabila pelaksanaan Revisi Anggaran tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan
ketidaksesuaian data antar mitra kerja.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran;
2. Memahami prosedur Revisi Anggaran.

Peralatan / Perlengkapan

1. ATK dan Komputer;
2. Aplikasi SatuDJA;
3. Aplikasi SAKTIL
Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan
sebagai bukti dan bahan referensi.
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Prosedur Revisi Anggaran dengan Kewenangan KPA

Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Kuasa
No Kegiatan Pejabat Ditjen/Badan Pengguna |Dirjen/Irjen Sek_]en{' Kepala Kelengkapan Walctu Output Keterangan
Eselon 2 . Anggaran / Kabadan Biro
[Itjen (KPA)

Menyampaikan usulan revisi

Dolkumen Usulan Revisi

Surat
kepada Kuasa Pengguna ( \ ’ . dengan data dukung:
! Anggaran ditembuskan kepada __/ U Dolkull;le? . 1 Hari Matriks Semula Menjadi,
Dirjen/Irjen/Kabadan sulan Rewist TOR dan RAB
Melakukan telaahan terhadap
s Tidak
usulan Revisi Anggaran yang
diusulkan. Apabila Kuasa e
Pengguna Anggaran tidak \> Surat,
2 |menyetujui usulan Revisi Dokumen 1 Hari Surat Telaahan
Anggaran tersebut, maka Ya Usulan Revisi
dokumen usulan Revisi
Anggaran dikembalikan
kepada Unit Kerja Eselon II
Menugaskan operator SAKTI
pada Unit Kerja Eselon II [:| Surat,
3 |pengusul untuk dapat Dokumen 2 Hari RKA-K/L yang telah direvisi
melakukan penginputan atas Usulan Revisi
usulan Revisi Anggaran
Menyampaikan Nota Dinas
atas persetujuan usulan Revisi
Anggaran kepada Unit Kerja ( ) Surat
4 Eselon II pengusul dan Dokumen 1 Hari Nota Dinas persetujuan

ditembuskan kepada
Pengguna Anggaran, Sekretaris
Jenderal dan
Dirjen/Irjen/Kabadan.

Usulan Revisi

usulan Revisi Anggaran
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Nomor SOP :|Nomor 9 Tahun 2022
ﬁ"i‘m Tanggal Pembuatan |: 8 Maret 2022

;' Tanggal Revisi

]
%\"@77 / Tanggal Efektif

Disahkan oleh :| Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,

EKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT JENDERAL Cece Xusuf, S.Hut., M.Si.
NIP. 1{3?01 112 200003 1 007
Nama SOP : | SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan
DJPb di Lingkungan Kementerian Desa,
BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami peraturan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Memahami prosedur Revisi Anggaran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG /2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan
Pengesahan DIPA;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peralatan / Perlengkapan

=]

1. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJA; 1. ATK dan Komputer;

2. SOP Revisi Angparan dengan Kewenangan KPA; 2. Aplikasi SatuDJA;

3. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan DPR. 3. Aplikasi SAKTI.

1. Apabila pelaksanaan Revisi Anggaran tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai
ketidaktercapaiannya target kinerja; bukti dan bahan referensi.

2. Apabila pelaksanaan Revisi Anggaran tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan ketidaksesuaian
data antar mitra kerja.
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Prosedur Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJPb

Pelaksana Mutu Baku
. . Sekretaris Kuasa Pengguna . DJPb/ Kanwil
No Hegiatan Eljs?;b:tz Ditjen/Badan Pengguna Anggaran Sekje;;‘rlzepala DJPb Kementerian | Helengkapan Waktu Output Keterangan
[ Itjen Anggaran (KPA) (PA) Keuangan
Menyampaikan usulan revisi
kepada Sekretaris C\ Surat, Dokumen Usulan Revisi dengan
1 |Ditjen/Itjen/Badan dan __J/ Dokumen 1 Hari data dulung: Matriks Semula
ditembuskan kepada Usulan Revisi Menjadi dan TOR
Dirjen/Irjen/Kabadan
Melakukan telaahan atas Tidak
usulan revisi yang Ya Surat, i . .
2 |dizampaikan Unit Kerja /\/\ Dolumen 1 Hari Surat Telaahan yang disampaikan
Eselon 2 dan ditembuskan Usulan Revisi kepada KPA
kepada Dirjen/Irjen/Kabadan
Surat usulan Revisi Anggaran dari
Sekretariz Ditjen/Itjen/Badan
Menyampaikan usulan revisi Surat kepada KPA dengan dilengkapi
5 |anggaran kepada KPA dan E_l Dol . 1 Hari data dulung: Matriks Semula

. olumen ari L
ditembuskan kepada __| Usulan Revisi Menjadi, TOR dan RAB, Surat
Dirjen/Irjen/ Kabadan Telaahan, dan Dolumen

Pendukung lainnya (jika
diperlulkan)
Mengajukan permohonan Surat pem_l_ol_lona.n persemjuml
. usulan Revisi Anggaran dari KPA
approzal usulan revisi Surat, kepada PA dengan dilengkapi data
4 |2ngearan kepada P oq. | _Il Dokumen 1 Hari dukung: Matriks Semula Menjadi,
Sekretariat Jenderal dan .

. Usulan Revisi TOR dan RAB, Surat Telaahan, dan
ditembuskan kepada Dokumen Pendukung lainnya (jika
Dirjen/Irjen/ Kabadan ° : & ¥a

diperlulkan)
Mendisposisi kepada Biro Tidak
Perencanaan dan Kerja Sama Surat,
5 |untulk dilakukan pencermatan Ej Dolumen 1 Hari Disposisi surat
terhadap usulan revisi Usulan Revisi
anggaran
Melakukan pencermatan
- Surat, - : .
6 terhadap usulan re_msl ) Ej Doleumen 1 Hari Nota Dinas Telaahan usulan revisi
anggaran dan menyampaikan . anggaran
- Usulan Revisi
hasil pencermatan kepada PA
Menyetujui/menolak usulan P
7 ;?;f;;&g:g}i:‘;ietmjuh ~No Surat 1 Hari Surat Persetujuan PA
dilanjutkan Ya
Surat usulan Revisi Anggaran,
Mengajukan usulan Revisi Surat, dilengkapi Surat Peresetujuan
g |Anggaran kepada DJPb/Kanwil E—| Dokumen 1 Hari Eselon 1, Surat Permyataan
DJPb melalui sistem aplikasi Usulan Rewvisi, Eselon 1, matriks semula menjadi,
dengan approval KPA Aplikasi SAKTI dan Dokumen Pendukung lainnya
(jika diperlulan)
Surat,
g Usulan Revisgi diterima oleh ( ) Dokumen 1 Hari Tanda Terima,/Bulkti Upload usulan

DJPb/Kanwil DJPb

Usulan Revisi,
Aplikasi SBAKTI

revisi
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Nomor SOP | Nomor 10 Tahun 2022
Ay Tanggal Pembuatan | : 8 Maret 2022
f'{ -i%'f, Tanggal Revisi :
g — :
a‘-!é-"’uj Tanggal Efeltif
*, V Disahkan oleh :| Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT JENDERAL Cece/Yusuf, S.Hut., M.Si.
NIP. 19701112 200003 1 007
Nama SOP :| SOP Revisi Anggaran dengan
Kewenangan DPR di Lingkungan
BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

Rualifilkasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami peraturan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Memahami prosedur Revisi Anggaran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga dan Pengesahan DIPA;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.02 /2021 Tentang Tata Cara Revisi
Anggaran;

=]

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomeor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Keterkaitan Peralatan [/ Perlengkapan

1. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJA; 1. ATK dan Komputer;

2. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan KPA; 2. Aplikasi SatuDJA;

3. SOP Revisi Anggaran dengan Kewenangan DJPh. 3. Aplikasi SAKTI.

1. Apabila pelaksanaan Revisi Anggaran tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan
ketidaktercapaiannya target kinerja; sebagai bukti dan bahan referensi.

2. Apabila pelaksanaan Revisi Anggaran tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan
ketidaksesuaian data antar mitra kerja.
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Prosedur Revisi Anggaran dengan Kewenangan DPR

Pelaksana Mutu Baku
Sekretaria Kuasa Pengguna DJA
N Eegiata: i i
° egiatan Pejabat Eselon Ditjen/Bada Pengguna Anggaran SEI{'IE_“”(EI_,&] Inspeltur DPR RI Kementerian |Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 - Anggaran a Birorenja | Jenderal (APIP)
n/Itjen IKDAY |PA) Keuangan
Menyampailean usulan revisi
Lepada Seloretaris Surat, Deoloumen Usulan Revisi dengan

1 |Ditjen/Ifjen/Badan dan ( J Doloumen 1 Hari data duloung: Matriks Semula
ditembuskan kepadsa Usulan Fevisi Menjadi, TOR. dan FAB
Dirjen/Ijen /Kabadan
Menyampailean usulan revisi Tidak Surat
anggaran kepada KPA dan s Ya rat, . Surat Telaahan yang disampailcan

P Doloumen 1 Hari
ditembuskan kepada ~ Usulan Revisi leepada KFPA
Dirjen/Irjen/Kabadan B T
Mengsjulkan permchonan usulan
revizi anggaran kepada PA cq. Surat, i

3 |Selorstariat Jendersl dan L Doloumen 1 Hari S“’“‘f*’m;h“f“. s
ditembuslkan kepada Usulan Revisi b “SVisL Anggaran
Dirjen/Irjen/Kabadan
Mengajulan Surat Perzefujuan Surat

4 |Revisi Angeran kepada Ketus | | o al‘:‘ : ! Hasi Surat permohonan persetujusn
Komisi V DFR FI atau Ketua 1 Us “’];E“_e. : usulan Revisi Anggaran
Badan Anggsran DFR RI sulan Revisi

= |Memberikan Persetuyjuan Fevisi Tidak Vi Surat, . Surat persetuyjuan Fewvisi

 |Anggaran N Deleumen 1 Harl Anggaran DPR RI
FREE Usulan Revisi j -
Mendizposiszi kepada Kepala Biro Surat
Perencanaan dan Kerja Sama Tidak | 1 fa ’ . i o

& untuk dilaloukan penelitian — UED]akLm];Am.E. L Hari Disposisi surat
terhadap usulan revisi anggaran = s
Melalatkan penelitian terhadap S;pa“fk‘“

- |usulan revisi anggaran dan 'j agxputer, 1 Hari Berita Acara Penelitian usulan

' |menyampaikan hasil penelitian L HraL, : revizi anggaran
Lepada PA Doloumen

Spada Usulan Revisi
Menyetujui/menolak usulan AN
8 izi. Apabila dizetujui, prozes Surat 1 Hari Surat Perzetujuan PA
dapat dilanjutlcan Ya
L
Melaloulean reviu terhadap Surat, . .

9 |deloumen usulan Fevizi |_I | Doloumen 1 Hari Catatan H}_;:L;ll r;‘f“.“f Laporan
Anggaran yang telah ditelid Usulan Revisi =i e
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